
 

 

   

  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  

NOMOR 1268 TAHUN 2022 
 

 TENTANG 
 

       PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK 

 TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru Pendidikan 

Agama Islam pada Sekolah dalam kerangka Moderasi 

Beragama secara berkelanjutan, perlu mengembangkan 

Prototipe Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah 

Menengah Kejuruan berbasis Digital 4.0 (selanjutnya 

disebut “Prototipe MGMP PAI SMA/SMK Digital 4.0”) 

sebagai salah satu model sistem Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru Pendidikan Agama 

Islam pada Sekolah; 

  b. bahwa Prototipe MGMP PAI SMA/SMK Digital 4.0 dimaksud 

merupakan sarana pemberdayaan dan penguatan MGMP 

PAI SMA/SMK sebagai organisasi pembelajar (learning 

organization) melalui pemberian Bantuan Pemerintah yang 

diberikan kepada organisasi MGMP PAI SMA/SMK  yang 

memenuhi kriteria; 

  c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Pemerintah 

yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, 

perlu membuat pengaturan ketentuan-ketentuan dalam 

penyaluran Bantuan dimaksud; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang 

Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI 

SMA/SMK Tahun Anggaran 2022. 
 

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 



 

 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6735); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4769); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6267); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6267); 

  8.  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Tahun 168); 

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

106); 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596); 

 



 

 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata 

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1736); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1080); 

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 

Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada 

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1131); 

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama 

(Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1383); 

16. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan 

Agama Islam pada Sekolah. 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBERDAYAAN 

MGMP PAI SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2022. 

 



 

 

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP 

PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

merupakan acuan dalam Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI 

SMA/SMK Tahun Anggaran 2022. 

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Maret 2022  
 
  

DIREKTUR JENDERAL, 
 
                ttd. 
 
MUHAMMAD ALI RAMDHANI 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
Analis Kepegawaian Madya/Koordinator Bagian OKH 
 
 
 
Dr. Syafiuddin, M.A. 
NIP. 196211071989031001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1268 TAHUN 2022 
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI 
SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2022 

 
 

PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK  

TAHUN ANGGARAN 2022 
 
 

A. Latar Belakang 

1. Perkembangan zaman abad 21 yang ditandai dengan munculnya 

disrupsi Revolusi Industri 4.0 mendorong urgensi kebutuhan untuk 

menghadirkan kemasan berbeda dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) agar dapat lebih lekat dan dekat dengan generasi 

muda dan para remaja millennial. Fenomena Covid-19 yang memberikan 

dampak serius terhadap dunia pendidikan dan pembelajaran semakin 

mempercepat kebutuhan model pembelajaran campuran (blended 

learning) yang mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis 

synchronous dan asynchronous dengan memanfaatkan fasilitas teknologi 

Learning Management System (LMS). 

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah 

menjalankan program transformasi digital layanan pendidikan dengan 

memanfaatkan Google Workspace for Education sebagai platform 

teknologi yang diterapkan di semua jenjang pendidikan, termasuk 

SMA/SMK dalam mendukung efektivitas peningkatan pembelajaran 

siswa. 

3. Pada tahun 2021 Kementerian Agama bersama Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan Program Moderasi 

Beragama yang berlaku pada seluruh satuan pendidikan termasuk pada 

SMA/SMK. Salah satu instrumen strategis dalam implementasi Program 

Moderasi Beragama ini adalah melalui integrasi Mata Pelajaran PAI di 

sekolah dengan muatan Moderasi Beragama. 

4. Dalam konteks ini, Guru PAI yang merupakan bagian dari subjek dan 

sekaligus objek transformasi digital pada SMA/SMK yang berada di 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang 

pembinaannya berada di bawah Kementerian Agama perlu mendapatkan 

program intervensi berupa peningkatan kapasitas dan kompetensi agar 

mereka dapat beradaptasi dan memanfaatkan ekosistem dan platform 

teknologi yang digunakan untuk meningkatkan inovasi pembelajaran 

PAI di sekolah.Oleh karena itu, Kementerian Agama melalui Direktorat 

Pendidikan Agama Islam perlu meningkatkan kompetensi Guru PAI yang 

lebih sistematis, programatis, efektif, terukur, dan ramah teknologi 

dalam kerangka Moderasi Beragama dengan membentuk “Prototipe 

MGMP PAI SMA/SMK Digital 4.0”.  

5. Untuk mendukung terwujudnya Prototipe MGMP PAI Digital 4.0 di atas, 

pada Tahun 2022 ini Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan 

Agama Islam memberikan bantuan kepada  MGMP PAI SMA/SMK 

sebagai sasaran program pengembangan Prototipe MGMP PAI SMA/SMK 

Digital 4.0. 



 

 

6. Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 

merupakan jenis Pengelolaan Bantuan Pemerintah yang diberikan 

kepada 28 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama 

Islam (PAI) pada SMA/SMK Tahun Anggaran 2022. 

B. Tujuan Bantuan 

Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 

bertujuan:  

1. Membangun 28 (dua puluh delapan) Prototipe MGMP PAI SMA/SMK 

Digital 4.0 yang dijadikan sebagai Pusat Belajar Guru dalam rangka 

mendukung Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi 

Guru PAI; 

2. Mendukung implementasi ekosistem pembelajaran digital untuk mata 

pelajaran PAI pada jenjang SMA/SMK dalam kerangka muatan Moderasi 

Beragama. 

C. Keluaran 

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Bantuan ini adalah: 

1. Terbangunnya 28 (dua puluh delapan) Prototipe MGMP PAI SMA/SMK 

Digital 4.0 yang dijadikan sebagai Pusat Belajar Guru dalam rangka 

mendukung Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi 

Guru PAI; 

2. Terimplementasinya ekosistem pembelajaran digital untuk mata 

pelajaran PAI dalam kerangka muatan Moderasi Beragama yang 

dibuktikan dengan: 

a. tersedianya Instructional Design Modul Pembelajaran PAI dan Budi 

Pekerti SMA/SMK paling sedikit untuk 1 kelas, yaitu Kelas X/XI/XII; 

b. diterapkan dan difungsikannya Instructional Design Modul 

Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti SMA/SMK ke dalam Platform LMS 

berbasis GWE. 

 

D.  Pemberi Bantuan 

Pemberi Bantuan ini adalah Direktorat Pendidikan Agama Islam yang 

bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022. 

 

E. Sasaran Penerima Bantuan  

Sasaran penerima Bantuan ini adalah 28 lembaga/MGMP PAI SMA/SMK 

tingkat provinsi yang memenuhi kriteria kelayakan. 

 

F. Kriteria Kelayakan Penerima Bantuan  

1. MGMP PAI SMA/SMK tingkat provinsi telah dibentuk dan disahkan 

kepengurusannya melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

atau Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 

2. Mempunyai ruangan yang memadai untuk aktivitas dan terkoneksi 

jaringan internet yang memadai; 

3. Mendapatkan Surat Rekomendasi/Surat Pernyataan Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat dan Kepala Dinas 

Pendidikan Provinsi setempat; 

4. Mempunyai paling sedikit 20 orang anggota MGMP PAI SMA/SMK; 

 



 

 

5. Setiap anggota MGMP PAI SMA/SMK: 

● telah memiliki akun pembelajaran @belajar.id yang disediakan oleh 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 

● bersedia mengajukan dan memanfaatkan akun pembelajaran 

@pai.moderasiberagama.go.id atau nama lain yang disediakan oleh 

Kementerian Agama Republik Indonesia; 

● memiliki laptop/chromebook/sejenisnya baik milik personal ataupun 

milik kantor/organisasi yang dapat digunakan untuk menunjang 

pembelajaran; 

● memiliki akses jaringan internet atau kuota internet seluler baik milik 

pribadi ataupun fasilitas kantor. 

 

G. Bentuk Bantuan  

Bantuan Pemerintah ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan 

ke rekening lembaga penerima yang bersumber dari DIPA Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022. 

 

H. Rincian Jumlah Bantuan 

Nilai Pengelolaan Bantuan Pemerintah yang disalurkan masing-masing 

sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan 

kepada 28 lembaga/MGMP PAI SMA/SMK yang memenuhi kriteria 

kelayakan. 

 

I. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan 

1. Tahapan Seleksi Penerima Pengelolaan Bantuan 

a. Tahap I: Pemberitahuan Pengajuan Pernyataan Minat (Request for 

Expression of Interest) dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan 

tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat 

(Format PAI-REOI-01). 

b. Tahap II: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

mensosialisasikan Pemberitahuan Pengajuan Pernyataan Minat 

(Request for Expression of Interest) kepada Pengurus MGMP PAI 

SMA/SMK Tingkat Provinsi setempat; 

c. Tahap III: Ketua MGMP PAI SMA/SMK Tingkat Provinsi 

menyampaikan Pernyataan Minat untuk melaksanakan Pengelolaan 

Bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan cara mengisi 

dan mengembalikan dokumen (Request for  Expression of Interest) 

yang telah ditetapkan (Formulir PAI-REOI-01 sampai dengan 

Formulir PAI-REOI-03).  

d. Tahap IV: Kasubdit PAI pada SMA/SMALB/SMK melakukan 

verifikasi kelayakan prinsip penerima pengelolaan bantuan yang 

dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi; 

e. Tahap V: Permintaan Proposal (Request for Proposal) dari PPK kepada 

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk diteruskan 

kepada Ketua MGMP PAI SMA/SMK Tingkat Provinsi yang telah 

memenuhi kriteria kelayakan prinsip (Format PAI-RFP-01); 

f. Tahap VI: Bimbingan Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI 

SMA/SMK diikuti oleh MGMP yang memenuhi kriteria kelayakan 

prinsip melalui daring; 

 



 

 

g. Tahap VII: Ketua MGMP PAI SMA/SMK Tingkat Provinsi menyusun 

dan menyampaikan Proposal (Request for Proposal) kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen dengan cara mengisi dan mengembalikan 

dokumen (Request for Proposal) yang telah ditetapkan (Formulir PAI-

RFP-01 sampai dengan Formulir PAI-RFP-06); 

h. Tahap VIII: Kasubdit PAI SMA/SMALB/SMK melakukan verifikasi 

kelayakan proposal dan membuat konsep penetapan penerima 

bantuan sesuai dengan kriteria dan aturan yang tertera dalam 

Petunjuk Teknis Bantuan; 

i. Tahap IX: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat PAI 

menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP 

PAI SMA/SMK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 

2. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan 

a. Berdasarkan hasil seleksi calon penerima Bantuan Tahun Anggaran 

2022, Kasubdit PAI SMA/SMALB/SMK menyusun rancangan 

Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI 

SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 yang sedikitnya memuat: 

1) Identitas penerima bantuan; 

2) Nilai uang/besar pengelolaan bantuan; dan 

3) Nomor rekening dan nama bank penerima pengelolaan 

bantuan. 

b. PPK menandatangani Keputusan Penetapan Penerima Pengelolaan 

Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 

2022 untuk kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan; 

c. Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI 

SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 yang disahkan merupakan dasar 

pemberian bantuan. 

3. Pemberitahuan 

PPK menyampaikan surat pemberitahuan tentang salinan Keputusan 

Penetapan Penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK 

Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua MGMP 

Penerima Bantuan. 

4. Workshop Pengembangan Prototipe MGMP PAI SMA/SMK Digital 4.0 

yang diikuti oleh perwakilan pengurus MGMP yang memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan. 

5. Pencairan Dana Bantuan 

a. Direktur PAI selaku PPK mengajukan permintaan pembayaran (SPP) 

kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;  

b. Sekretaris Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  selaku  pejabat  

penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) mengajukan SPM kepada 

KPPN;  

c. KPPN menerbitkan SP2D ditujukan ke rekening bank penerima 

bantuan. 

 

J. Penyaluran Dana Bantuan  

Dana bantuan disalurkan secara langsung ke rekening lembaga penerima 

pengelolaan bantuan berdasarkan identitas sebagaimana tercantum dalam 

Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA. 

 



 

 

K. Ruang Lingkup Penggunaan Dana 

No Komponen Detil Kegiatan & Penjelasan 

1 Pengadaan perangkat media 
pembelajaran untuk 
mendukung Ekosistem 
Pembelajaran dan Pelatihan 
Digital 

● Pengadaan Laptop paling banyak 
1 (satu) unit sesuai dengan 
spesifikasi yang ditentukan 

● Pengadaan Lisensi TALU untuk 
mendukung optimalisasi 
ekosistem GWE (jika dibutuhkan) 

2 Pelatihan Dasar Literasi Digital 
bagi GPAI berbasis Pemanfaatan 
Google Workspace for Education  
melalui Pelatihan Daring 

● Pembayaran Honor Jasa Profesi 
Pelatihan dari Instruktur yang 
tersertifikasi Google Trainer 

● Pembayaran Biaya Sertifikasi 
Google Educator Level 1 untuk 2 
orang guru (jika dibutuhkan) 

3 Penyusunan Instructional 
Design yang akan dimasukkan 
dalam LMS melalui kegiatan 
hybrid (luring dan daring) 

● Pelaksanaan Kegiatan Workshop 
Penyusunan Instructional Design 
dan Insersi muatan Moderasi 
Beragama ke dalam Materi/Modul 
PAI dan Budi Pekerti Kelas X-XII: 
○ pembayaran biaya transportasi 

dan uang saku peserta (jika 
diperlukan); 

○ pembayaran biaya transportasi 
lokal dan jasa profesi 
narasumber luar Kemenag; 

○ pembayaran 
akomodasi/penginapan peserta 
dan narasumber (jika 
diperlukan) 

○ pembayaran konsumsi 
kegiatan 

4 Pembuatan Konten 
Pembelajaran Digital PAI yang 
bermuatan konten Moderasi 
Beragama 

● Penyediaan konsumsi kegiatan  
● Pembayaran biaya transportasi 

tim produksi 
● Pembayaran akomodasi hotel (jika 

diperlukan penginapan) 

 
L. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan  

1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan 

MGMP penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban 

penggunaan pengelolaan bantuan dengan memperhatikan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

a. melaksanakan dan menggunakan dana bantuan sesuai dengan 

Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK 

Tahun Anggaran 2022; 

b. melaksanakan dana bantuan dengan tepat guna, tepat sasaran, tepat 

waktu, dan tepat jumlah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana 

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama antara PPK 

dan Penerima Bantuan; 

c. mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku; 

d. melaporkan realisasi penggunaan bantuan dan laporan 

pertanggungjawaban bantuan secara tertulis kepada Direktur 

Pendidikan Agama Islam selaku PPK paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah pelaksanaan kegiatan; 



 

 

e. Penyerahan laporan disertai bukti-bukti yang bisa 

dipertanggungjawabkan. 

f. Laporan pertanggungjawaban berupa: 

i. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan berisi: bukti pembelian barang penunjang 

kegiatan dan bukti pembayaran honorarium 

panitia/narasumber/moderator, transportasi, akomodasi dan 

konsumsi. 

ii. Laporan Akademik 

Laporan akademik berisi rekam proses pelaksanaan kegiatan yang 

dibagi menjadi 3 tahap: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap evaluasi, dilengkapi dengan bukti pencapaian 

output/keluaran program. 

 

2. Pertanggungjawaban Pemberi Bantuan 

a. Kepala Subdit PAI pada SMA/SMALB/SMK menyusun konsep 

Laporan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK 

Tahun Anggaran 2022 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan diserahkan kepada PPK untuk 

mendapat masukan dan persetujuan; 

b. PPK mengesahkan Laporan Penyaluran dan Bantuan Pemberdayaan 

MGMP PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diserahkan 

kepada KPA untuk diketahui; 

 

M. Ketentuan Perpajakan 

Penerima bantuan wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

N. Larangan dan Sanksi 

1. Larangan 

Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK dilarang digunakan untuk 

hal-hal sebagai berikut: 

a. membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup 

pemanfaatan dana sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis yang 

ditetapkan; 

b. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses kegiatan 

pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK; 

c. membiayai   kegiatan   yang   telah   dibiayai   dari   sumber   dana 

pemerintah daerah atau sumber dana lainnya secara penuh; 

d. membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Rencana 

Penggunaan Anggaran Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK 

Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama 

antara PPK dan Penerima Bantuan. 

2. Sanksi 

Segala bentuk pelanggaran atas pengelolaan bantuan pemberdayaan 

MGMP PAI SMA/SMK yang tidak sesuai dengan ketentuan akan 

diberikan sanksi menurut peraturan perundang-undangan dan hukum 

yang berlaku. 

 

 



 

 

O. Pengendalian  

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyelenggarakan pengendalian intern 

terhadap pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI 

SMA/SMK Tahun Anggaran 2022. 

 

P. Pengawasan 

1. Dalam rangka pengawasan penyaluran dana pengelolaan Bantuan 

Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK, KPA dapat melakukan koordinasi 

dengan aparat pengawasan fungsional. 

2. PPK dapat melaksanakan pengawasan penggunaan dana pengelolaan 

bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK dengan mekanisme: 

a. PPK menyusun instrumen/dokumen monitoring/pengawasan yang 

sekurang-kurangnya memuat: 

1) Identitas Penerima Pengelolaan Bantuan; 

2) Jenis Pengelolaan Bantuan Yang Diterima; 

3) Jumlah Pengelolaan Bantuan Yang Diterima; 

4) Pemanfaatan Dana Pengelolaan Bantuan. 

b. Monitoring/pengawasan dilakukan dengan Teknik populasi/ 

sampling acak menggunakan dokumen/instrumen pengawasan/ 

monitoring yang disusun oleh PPK dengan mekanisme: 

1) PPK memberikan tugas perjalanan dinas pengawasan/ 

monitoring penggunaan dana pengelolaan bantuan melalui 

kunjungan ke lokasi penerima bantuan dengan mekanisme 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan/atau 

2) Korespondensi/komunikasi melalui telepon/email kepada 

penerima Pengelolaan Bantuan dengan memanfaatkan 

Instrumen Google Form atau sejenisnya. 

c. Pengawasan penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud 

pada nomor 2, dapat juga dilakukan dengan meminta Laporan 

Pertanggungjawaban Penerima bantuan. 

 

            Ditetapkan di Jakarta 

              pada tanggal 7 Maret 2022  

  

                                                                    DIREKTUR JENDERAL, 

  

                                                                                  ttd. 

 

                                                MUHAMMAD ALI RAMDHANI

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
Analis Kepegawaian Madya/Koordinator Bagian OKH 
 
 
 
Dr. Syafiuddin, M.A. 
NIP. 196211071989031001 
  



 

 

 
 
 
 

 

      BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK 

 

 

 

      DOKUMEN PERMINTAAN PERNYATAAN MINAT 

     (REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST) 
 

 

 

 

 
       Seleksi Penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK  

       Tahun Anggaran 2022 

 

 

 

 

 

 

       Nama MGMP [Nama MGMP……………] 

 

        Provinsi [...........................] 
 

 

 

 

 

 

 
 

      Tanggal: [................................]



 

 

Format PAI-ROEI-01. Pengumuman Permintaan Pernyataan Minat  

(Request for Expression of Interest)  
 
 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 

http://www.pendis.kemenag.go.id 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PENGUMUMAN 
Nomor: ………………………… 

TENTANG 
PERMINTAAN PERNYATAAN MINAT (REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST) 

BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2022 

 

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam akan 
memberikan Bantuan Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
(MGMP PAI) pada Jenjang SMA/SMK Tahun Anggaran 2022. Bantuan Pemerintah ini bertujuan 
untuk: (1) membangun 28 Prototipe MGMP PAI Digital 4.0 yang dijadikan sebagai Pusat Belajar Guru 
yang berbasis kebutuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru PAI; dan (2) 
mendukung implementasi ekosistem pembelajaran digital untuk mata pelajaran PAI dalam kerangka 
muatan Moderasi Beragama. 
 

Adapun keluaran dari pelaksanaan Bantuan ini adalah: 
1. Terwujudnya 28 Prototipe MGMP PAI Digital 4.0 di 28 Provinsi; 
2. Terimplementasinya ekosistem pembelajaran digital untuk mata pelajaran PAI dalam kerangka 

Moderasi Beragama di 28 Prototipe MGMP PAI Digital 4.0 di 28 Provinsi. 
 
Berikut adalah tahapan pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK 
Tahun Anggaran 2022: 
 

NO TAHAPAN KEGIATAN WAKTU 

1 Pengumuman untuk mengirimkan Pernyataan Minat (Request 
for Expression of Interest) kepada Ketua MGMP PAI SMA/SMK 
Tingkat Provinsi di 34 Provinsi melalui Kepala Kanwil Kemenag 
Provinsi 

 6 s.d. 8 April 2022 

2 Batas waktu pengiriman Pernyataan Minat (Expression of 
Interest) oleh MGMP PAI SMA/SMK kepada Direktorat 
Pendidikan Agama Islam melalui silaba-PAI 

 22 April 2022 

3 Verifikasi Kelayakan Prinsip  27 s.d. 28 April 2022 

4 Penetapan Penerima Bantuan  17 Mei 2022 

5 Pencairan Bantuan  23 s.d. 27 Mei 2022 

6 Bimtek Online tentang Persiapan Implementasi Bantuan  30 Mei 2022 

7 Orientasi Pengembangan Prototipe MGMP PAI Digital 4.0  15 s.d. 17 Juni 2022 

8 Pelaksanaan Bantuan  Juni s.d. Oktober 2022 

9 Pelaporan Bantuan  November 2022 

 
Sasaran penerima Bantuan ini adalah 28 lembaga/forum MGMP PAI SMA/SMK tingkat provinsi yang 
memenuhi kriteria kelayakan: 
1.  MGMP PAI SMA/SMK tingkat provinsi telah dibentuk dan disahkan kepengurusannya melalui 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Keputusan Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi; 

2. Mempunyai ruangan yang memadai untuk aktivitas dan terkoneksi jaringan internet yang 
memadai; 

3. Mempunyai kepengurusan MGMP yang masih aktif yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat dan/atau Kepala Dinas 
Pendidikan Provinsi setempat; 



 

 

4. Mempunyai paling sedikit 20 anggota MGMP PAI SMA/SMK; 
5. Setiap anggota MGMP PAI SMA/SMK: 

● telah memiliki akun pembelajaran @belajar.id yang disediakan oleh Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi; 

● bersedia mengajukan dan memanfaatkan akun pembelajaran @belajaragama.id; 
● memiliki laptop/chromebook/sejenisnya baik milik personal ataupun milik kantor yang 

digunakan untuk menunjang pembelajaran; 
● memiliki akses jaringan internet atau kuota internet seluler baik milik pribadi ataupun fasilitas 

kantor. 
 
Bagi organisasi MGMP PAI SMA/SMK Tingkat Provinsi yang berminat untuk melaksanakan Bantuan 
Pemerintah ini, silakan mengirimkan Dokumen Pernyataan Minat (Expression of Interest/EoI) dalam 
format PDF melalui: https://simwas.kemenag.go.id/silaba/ (harus mendaftar/memiliki 
akun terlebih dahulu di silaba-PAI) paling lambat tanggal 22 April 2022 Pukul 23.59 WIB. 
 
Ketentuan lebih lanjut tentang bantuan ini tercantum dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan 
Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 di laman: 
https://pendis.kemenag.go.id/pai. 
 
 

Jakarta,     Maret 2022 
  

                                                                                       a.n. Direktur Jenderal 
Direktur Pendidikan Agama Islam, 

 
 
 
 
Amrullah 

 
 
Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam; 
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. 
 

 

 

 

 

  



 

 

Format PAI-REOI-02. Surat Pengantar Pernyataan Minat 
 
 

 

KOP MGMP 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nomor  :  
Lampiran  :  
Hal  :  Penyampaian Pernyataan Minat (Expression of Interest) Bantuan  
                         Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 
 
 
Yth. Direktur Pendidikan Agama Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 
di Jakarta 
 
 

Dengan hormat, 
 
Menindaklanjuti Pengumuman Nomor: …………………… Tentang Penerimaan Pernyataan 
Minat (Expression of Interest) Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Tahun 
Anggaran 2022 Tanggal……………., dengan hormat kami sampaikan bahwa saya atas 
nama MGMP Pendidikan Agama Islam pada SMA/SMK*) Tingkat Provinsi………………. 
berminat untuk mengikuti proses seleksi penerima Bantuan dan berkomitmen 
melaksanakan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 
berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan yang ditetapkan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Dokumen Request for 
Expression of Interest yang memuat dokumen persyaratan sebagai berikut: 
1. Formulir Isian Nominasi Lembaga Penerima Bantuan; 

2. SK Pembentukan Kepengurusan MGMP disahkan oleh Kepala Kanwil Kemenag 
Provinsi/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat; 

3. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat 
yang menyatakan Status Keaktifan MGMP; 

4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat yang menyatakan 
Status Keaktifan MGMP. 

 
Demikian untuk menjadikan pertimbangan dikabulkannya permohonan kami. Atas perhatian 
dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih. 

 
 

 Ketua MGMP PAI SMA/SMK 
Provinsi………………, 

 
 

 
…………………………… 

 
 
Tembusan: 
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. 
 
 
 
 
 



 

 

Format PAI-REOI-03. Formulir Isian Lembaga MGMP 

 
 
 

 
 

FORMULIR ISIAN NOMINASI LEMBAGA  
PENERIMA BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 
 
 
A. IDENTITAS NOMINASI LEMBAGA PENERIMA PENGELOLAAN BANTUAN 

 

1 Nama Lembaga MGMP PAI SMA/SMK*) Provinsi ……………. 

2 Alamat  

 Desa/Kelurahan  

 Kecamatan  

 Kabupaten/Kota  

 Provinsi  

3 Legalitas Pembentukan 
Kepengurusan 

 

*) = coret yang tidak perlu 
 
 

B. KEPENGURUSAN MGMP 
 

No Nama Jabatan Akun @belajar.id Asal Sekolah 

     

     

     

     

 
 
C. SARANA PENUNJANG IT YANG DIMILIKI 

 

No Jenis Sarana Ketersediaan Jumlah Kondisi 

1 Ruang/Kantor ● Ya ● Tidak   

2 Jaringan Internet Kantor ● Ya ● Tidak   

3 Jaringan Internet Pribadi ● Ya ● Tidak   

4 Laptop/PC/Chromebook ● Ya ● Tidak   

 
 



 

 

D. KELENGKAPAN PERSYARATAN 
 

No Jenis Persyaratan Kelengkapan/Kesesuaian 

1 SK Pembentukan Kepengurusan MGMP disahkan oleh 
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi/Kepala Dinas 
Pendidikan Provinsi setempat 

● Ya ● Tidak 

2 Surat Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi setempat yang menyatakan Status 
Keaktifan MGMP  

● Ya ● Tidak 

3 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 
setempat yang menyatakan Status Keaktifan MGMP 

● Ya ● Tidak 

  Catatan:  Kelengkapan persyaratan no. 1-3 harus dilampirkan dalam silaba-PAI dengan format 
PDF. 

 
E. PERNYATAAN KEBENARAN INFORMASI DAN DOKUMEN 

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua data dan informasi di atas 
adalah valid dan benar.  
 

…………………………. 2022 
 
Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  Ketua MGMP PAI SMA/SMK*)  
Provinsi ………………………    Provinsi …………………… 
 
 
 
 
……………………………     ………………………………



 

 

 

 
 
 
 

     BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK 

 

 

 

   DOKUMEN PERMOHONAN PROPOSAL 

    (REQUEST FOR PROPOSAL) 
 

 

 

 

 

 
        Seleksi Penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK  

     Tahun Anggaran 2022 

 

 

 

 

 

Nama MGMP [Nama MGMP……………] 

 

Provinsi [...........................] 
 

 

 

 

 
 

Tanggal: [..............................]



 

 

Format PAI-RFP-01. Surat Undangan Request for Proposal 
 
 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 

http://www.pendis.kemenag.go.id 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nomor  :                           …………………. 2022 
Lampiran  :  1 (satu) bundel 
Hal  :  Undangan Request for Proposal Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK  
                          Tahun Anggaran 2022 
 
 

Yth. Ketua MGMP PAI SMA/SMK  
Provinsi…………………………. 
 
 

Dengan hormat, 
 

1. Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam c.q. Subdit Pendidikan Agama 
Islam pada SMA/SMALB/SMK mengalokasi anggaran Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI 
SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp……………… (.................) sebagaimana tercantum 
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
Nomor………………………...  Direktorat Pendidikan Agama Islam bermaksud untuk menyalurkan 
dana bantuan dimaksud kepada organisasi MGMP PAI terpilih untuk membiayai kegiatan-
kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana diatur dalam 
dokumen Request for Proposal ini.  

 

2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Agama Islam mengundang Saudara untuk 
menyampaikan Proposal Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI pada SMA/SMK Tahun Anggaran 
2022. Ketentuan lebih lanjut tentang bantuan ini tercantum dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan 
Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2022. 

 

3. Lembaga Mitra MGMP yang diundang ini akan mengikuti seleksi penerima bantuan dengan 
berdasarkan: (i) pemenuhan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis; 
dan (ii) penilaian terhadap kualitas Proposal Anggaran/Rencana Penggunaan Dana yang 
diusulkan. 

 

4. Dokumen RFP ini terdiri dari: 
Format PAI-RFP-01  -  Surat Undangan 
Format PAI-RFP-02  -  Surat Pengantar Proposal Teknis 
Format PAI-RFP-03  -  Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Timeline Kegiatan); 
Format PAI-RFP-04  -  Rencana Penggunaan Dana Bantuan ; 
Format PAI-RFP-05  -  Pakta Integritas; dan 
Format PAI-RFP-06  -  Perjanjian Kerja Sama. 
 

5. Dokumen Proposal disampaikan kepada Direktur Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam format PDF dan dikirim via email: ……………. 
paling lambat tanggal………. 2022.  

 

6. Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan ini dapat diunduh pada 
Laman: https://pendis.kemenag.go.id/pai.   

 

a.n.  Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Direktur Pendidikan Agama Islam, 

 
 

 
Amrullah 

 
Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sebagai laporan. 
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia; 
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.



 

 

Format PAI-RFP-02. Surat Pengantar Proposal Teknis 
 
 
 

KOP MGMP 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nomor   :        ………………. 2022 
Lampiran   :  
Hal  :  Penyampaian Proposal Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK  
                          Tahun Anggaran 2022 
 
 
Yth. Direktur Pendidikan Agama Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 
di Jakarta 
 
 

Dengan hormat, 
 
Menindaklanjuti Surat Undangan Permohonan Proposal (Request for Proposal) Bantuan 
Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Nomor: …………. Tanggal: ……………. dengan hormat kami 
sampaikan Proposal Bantuan dimaksud dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai 
berikut: 
1. Format PAI-RFP-01  -  Surat Undangan 
2. Format PAI-RFP-02  -  Surat Pengantar Proposal Teknis 
3. Format PAI-RFP-03  -  Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Timeline Kegiatan); 
4. Format PAI-RFP-04  -  Rencana Penggunaan Dana Bantuan ; 
5. Format PAI-RFP-05  -  Pakta Integritas; dan 
6. Format PAI-RFP-06  -  Perjanjian Kerja Sama. 
 
Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua informasi dan pernyataan yang 
tercantum dalam dokumen Proposal ini benar dan valid dan kami bertanggung jawab jika ditemukan 
kesalahan. 
 

 
        Ketua MGMP PAI SMA/SMK 

       Provinsi………………, 
 
 

 
       …………………………… 
 
 

Tembusan: 
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.



 

 

Format PAI-RFP-03. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

 
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 

BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2022 
 

 
 

No Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 Catatan: Format jadwal pelaksanaan kegiatan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

            



 

 

Format PAI-RFP-04. Rencana Penggunaan Dana Bantuan 

 

 

 
RENCANA PENGGUNAAN DANA 

BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2022 
 

KODE URAIAN 

PERHITUNGAN TAHUN 2022 

VOLUME HARSAT 
JUMLAH 

BIAYA 

(1)  (3) (4) (5) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  
 ………………………… 2022 
 
 Ketua MGMP PAI SMA/SMK 

Provinsi………………, 
 
 
 
 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Format PAI-RFP-05. Pakta Integritas 

 

 
PAKTA INTEGRITAS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : ……………………………………………………………………   

NIP  : ……………………………………………………………………   

Pangkat/Jabatan  : ……………………………………………………………………   

Jabatan dalam MGMP : Ketua MGMP……… Provinsi…………. 

Asal Sekolah : …………………………………………………………………… 

 

dalam rangka penyampaian Dokumen Permintaan Pernyataan Minat (Request for Expression 

of Interest) Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2022, dengan ini 

menyatakan bahwa saya atas nama MGMP PAI SMA/SMK Provinsi…………….:  

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

2. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada KKN; 

3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap 

dan/atau gratifikasi; 

4. akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi 

praktik KKN. 

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya 

bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

……………………………. 2022 

  Ketua MGMP PAI SMA/SMK 
Provinsi………………, 

 
 
 
 

…………………………… 



 

 

Format PAI-RFP-06. Perjanjian Kerja Sama 

 

 

 

PERJANJIAN KERJA SAMA 

 

 

Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK  

Tahun Anggaran 2022 

Nomor DIPA: _______________________________________ 

MAK: ______________________________________________ 
 

 

 

Nomor Kontrak:     

Nomor Kontrak:     
 

 

antara 
 

 

 

 

Pejabat Pembuat Komitemn Direktorat Pendidikan Agama Islam 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 
 

 

 

 

 

dan 
 

 

 

 

 

 

Ketua MGMP PAI SMA/SMK Provinsi…………………… 
 

 

 

 

 

Tanggal:     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

DENGAN 
       MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMA/SMK    
                                                      PROVINSI ……………………… 

TENTANG 
PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK  

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

NOMOR: ………....…...... 
                                                             NOMOR: ........................ 
 
 
Pada hari ini …….…… tanggal ……………. bulan …………. tahun Dua ribu dua puluh dua, yang 
bertanda tangan di bawah ini: 
 
1.  ………………………… :  Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Direktorat Pendidikan Agama Islam, yang berkedudukan di Jakarta, 
selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

 

2.  ................................... : Ketua Musyawarah Guru Matapelajaran Pendidikan Agama Islam pada 
SMA/SMK Provinsi ...................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama MGMP PAI SMA/SMK Provinsi……………… yang berkedudukan di 
…………………. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing 
disebut PIHAK.  
PARA PIHAK menyatakan bahwa: 
1. PIHAK KESATU memberikan dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMA/SMK Tahun 

Anggaran 2022 (selanjutnya disingkat ”Bantuan MGMP PAI SMA/SMK”) kepada PIHAK KEDUA 
yang bertujuan untuk…………..; 

2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Perjanjian Kerjasama ini: 
a. Adendum Perjanjian Kerja Sama; 
b. Perubahan Rencana Penggunaan Dana; 

3. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan 
syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini. 

 
Pasal 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pelaksanaan kerjasama 
Pelaksanaan Bantuan MGMP PAI SMA/SMK yang bersumber dari DIPA Satker Ditjen Pendidikan 
Islam Tahun Anggaran 2022 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. 

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Bantuan MGMP PAI SMA/SMK 
dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.  

 
Pasal 2 

NILAI BANTUAN 
 

Nilai Bantuan MGMP PAI SMA/SMK yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA 
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 



 

 

 
Pasal 3 

PEMBEBANAN DANA 
 

Dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022 dengan Kode Pembebanan ......................... 

 
                                                                     Pasal 4 
                                                    TATA CARA PENYALURAN 

 
(1) Penyaluran dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK ini dilakukan melalui pengajuan Surat Perintah 

Membayar (SPM) kepada KPPN IV Jakarta oleh PIHAK KESATU untuk selanjutnya diterbitkan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke Rekening PIHAK KEDUA melalui 
Rekening Bank Penyalur …………………. 

(2) Bank Penyalur yang ditetapkan PIHAK KESATU menyalurkan dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK 
kepada Rekening PIHAK KEDUA Nomor Rekening..................... Atas Nama ............................. 

(3) Pencairan pembayaran dilakukan dalam satu tahap setelah PIHAK KEDUA mengajukan syarat-
syarat pencairan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri: 
a. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK (Format PAI-KEU-01); 
b. Surat Keputusan Pengangkatan Kepengurusan MGMP PAI SMA/SMK Provinsi yang ditetapkan 

oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; 
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Ketua MGMP (Format PAI-KEU-02); 
d. Surat Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani di atas Materai oleh Ketua MGMP 

(Format PAI-KEU-03); 
e. Rencana Penggunaan Dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK (Format PAI-KEU-03) yang 

menjadi bagian Lampiran Perjanjian Kerja Sama (Format PAI-KEU-04); 
f. Kwitansi/Bukti Penerimaan (Format PAI-KEU-05). 

(4) PIHAK KESATU memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA 
secara benar dan lengkap. 

 
Pasal 5 

HAK DAN KEWAJIBAN 
 

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: 
a. PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring penggunaan dana Bantuan MGMP PAI 

SMA/SMK yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; 
b. PIHAK KESATU berhak meminta laporan secara periodik mengenai penggunaan dana Bantuan 

MGMP PAI SMA/SMK yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; 
c. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK dana 

Bantuan MGMP SMA/SM Kkepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat penyaluran 
dana Bantuan; 

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: 
a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 2 setelah persyaratan penyaluran dana Bantuan dinyatakan lengkap 
oleh PIHAK KESATU; 

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK sesuai 
dengan Petunjuk Teknis Bantuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; 

c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK 
kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan yang ditetapkan oleh PIHAK 
KESATU;  

d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan MGMP PAI 
SMA/SMK yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 paling lambat 
tanggal 31 Desember 2022; 

e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk 
pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan aparat pengawas lainnya. 
 

Pasal 6 
PERNYATAAN KESANGGUPAN 

 
Dengan menandatangani Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk: 
1. melaksanakan dan menggunakan dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK sesuai dengan Petunjuk 

Teknis Bantuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; 



 

 

2. menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan MGMP PAI SMA/SMK yang tidak digunakan 
sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 paling lambat tanggal 31 Desember 2022. 

 
 Pasal 7 

       SANKSI 
 

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK 
KESATU akan mengenakan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan melaporkan kepada 
pihak yang berwajib apabila ditemukan unsur tindak pidana. 

 
Pasal 8 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
 

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana 
Bantuan MGMP PAI SMA/SMK Tahun Anggaran 2022 kepada PIHAK KESATU paling lambat pada 
tanggal 8 Januari 2021. 

2. Dalam hal PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran belum dapat melaksanakan dana Bantuan 
MGMP PAI SMA/SMK, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan Perjanjian yang 
disampaikan kepada PIHAK KESATU. 

 
Pasal 9 

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA 
 

(1) Perjanjian ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2022. 
(2) Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas 

terjadinya salah satu kondisi antara lain: 

a. ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan 
berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan 

b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi 
terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 Surat Perjanjian ini. 

(3) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) b dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 
kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki; 

b. tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang masih 
harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam Surat Perjanjian ini; 

c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan 
sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan 
pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau 
putusan Pengadilan; dan 

d. Pihak yang akan mengakhiri surat perjanjian setelah terlebih dahulu melaporkan kepada 
Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah yang memberikan penugasan. 

 
 Pasal 10 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua 
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat perjanjian ini atau interpretasinya 
selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan 
melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga 
yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk mediasi. 

(2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, 
PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri................. sebagai tempat penyelesaian 
perselisihan. 

 
                                                                      Pasal 11 
                                                                     PENUTUP 

 
(1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 



 

 

(2) Perjanjian ini dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman 
lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

(3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bertanda tangan untuk PIHAK 
KESATU dan asli bermaterai cukup untuk PIHAK KEDUA. 

(4) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 

   Ditetapkan di  Jakarta 
   Pada tanggal …………… 2022 

 
  
 

UNTUK DAN ATAS NAMA 
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 
KEMENTERIAN AGAMA RI 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, 
 
 

 
 

…………………………………….. 

UNTUK DAN ATAS NAMA  
MGMP PAI SMA/SMK  

PROVINSI …………………… 
KETUA  

 
 
 
 

………………………………………… 

 

  



 

 

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
DENGAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
PADA SMA/SMK PROVINSI ……………………… 
TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK  
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
RENCANA PENGGUNAAN DANA 

BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2022 
 

KODE URAIAN 

PERHITUNGAN TAHUN 2022 

VOLUME HARSAT 
JUMLAH 

BIAYA 

(1)  (3) (4) (5) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
UNTUK DAN ATAS NAMA 

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 
KEMENTERIAN AGAMA RI 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, 
 
 

 
 

…………………………………….. 

UNTUK DAN ATAS NAMA  
MGMP PAI SMA/SMK  

PROVINSI …………………… 
KETUA  

 
 
 
 

………………………………………… 
  

  


